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PRAKATA 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas segala 

rahmat, hidayah dan karunia-Nya, penulis akhirnya dapat 

menyelesaikan penyusunan dan penulisan buku  yang berjudul 

“Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori dan Implementasi” ini 

dapat diselesaikan sesuai rencana. Buku ini ditulis dalam rangka 

melengkapi literatur perkuliahan Manajemen Sumber Daya 

Manusia serta untuk memperluas cakrawala wawasan bahan 

bacaan tentang Manajemen Sumber Daya Manusia. 

Buku ini terdiri atas 15 bab, cakupan materi yang dibahas 

meliputi: Bab 1 Konsep Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia, 

Bab 2 Analisis dan Desain Pekerjaan, Bab 3 Perencanaan Sumber 

Daya Manusia, Bab 4  Rekrutmen dan Penempatan Karyawan, Bab 

5 Pengembangan Karyawan, Bab 6 Penilaian Kinerja Karyawan, 

Bab 7 Pengembangan Karir, Bab 8 Kompensasi, Bab 9 

Produktivitas Kerja, Bab 10 Kompetensi, Bab 11 Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja, Bab 12 Pemeliharaan Sumber Daya Manusia, Bab 

13 Pemutusan Hubungan Kerja, Bab 14 Pengelolaan Audit 

Manajemen Sumber Daya Manusia, dan Bab 15 Pengelolaan 

Sumber Daya Manusia dalam Bisnis Global. 

Pesatnya persaingan dunia bisnis mengakibatkan peranan 

Sumber Daya Manusia (SDM) kian penting dan strategis karena 

potensi besarnya untuk menunjang tercapainya tujuan suatu 

organisasi. Organisasi yang berorientasi pada profit maupun 

nirlaba untuk dapat bertahan harus dapat bekerja secara efektif 

dan efisien. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang cakap, berkualitas dan profesional. 

Salah satu fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

adalah staffing dan employee relations. 

Dengan mempelajari materi yang menyangkut pengelolaan 

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah langkah awal yang sangat 

strategis, terutama dalam rangka memahami faktor utama dan 

sekaligus faktor kunci yang menentukan maju mundurnya suatu 

organisasi. Manusia harus diatur atau dikelola dengan baik 
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bahkan suatu organisasi harus memelihara sumber daya manusia 

dikarenakan investasi bagi organisasi. Beberapa bidang ilmu 

orientasinya pada MSDM tidak hanya mengatur manusia agar 

bekerja produktif, namun bagaimana menjadikan manusia 

berharga bagi organisasi sehingga dapat menunjukkan kinerja 

unggul bagi organisasi. 

Perlu penulis sampaikan bahwa buku ini, selain  

menyediakan hardcopy juga disediakan E-book. Harapan penulis, 

agar buku ini dapat menjadi bahan ajar atau pendamping bagi 

mahasiswa yang mengambil mata kuliah Manajemen Sumber 

Daya Manusia. Penulis juga menyadari bahwa buku ini jauh dari 

sempurna, karena itu penulis sangat berterima kasih bila ada kritik 

dan saran untuk perbaikan pada edisi berikutnya. Semoga buku 

ini memberikan manfaat bagi para pembacanya. 

  

Aceh,    November 2022 

 

Penulis 
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BAB 

13 
 

Dra. Nastiti Edi Utami, M.M. 

Universitas Persada Indonesia Y.A.I. 

 

A. Konsep Pemutusan Hubungan Kerja 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selalu menjadi hal 

yang sulit baik bagi pengusaha maupun pekerja/buruh. 

Pengusaha menganggap terjadinya PHK merupakan hal yang 

wajar di dalam kegiatan perusahaan.  

Bagi pekerja/buruh, terjadinya PHK berdampak sangat 

luas bagi kehidupanya tidak hanya bagi dirinya pribadi namun 

juga keluarganya. PHK jelas akan menyebabkan seorang 

pekerja/buruh kehilangan mata pencahariannya. Demikian 

juga pada waktu pekerja tersebut berhenti atau adanya 

pemutusan hubungan kerja dengan perusahaan, perusahaan 

mengeluarkan dana untuk pensiun atau pesangon atau 

tunjangan lain yang berkaitan dengan pemberhentian, 

sekaligus memprogramkan kembali penarikan pekerja baru 

yang sama halnya seperti dahulu harus mengeluarkan dana 

untuk kompensasi dan pengembangan pekerja. 

Peristiwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan 

berakhirnya suatu hubungan kerja antara buruh dengan 

pengusaha yang disebabkan karena salah satu pihak tidak 

dapat memenuhi kewajibanya atau karena berakhirnya suatu 

perjanjian kerja antara buruh dengan pengusaha. 

Pengertian pemutusan hubungan kerja adalah keputusan 

untuk menghentikan hubungan kerja karena isu-isu tertentu 

PEMUTUSAN 

HUBUNGAN 

KERJA 
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yang melibatkan kehilangan hak dan kewajiban antara pekerja 

dan perusahaan (Sabrina, 2021). Ini mungkin berlaku karena 

peletakan jabatan, penghentian oleh perusahaan atau 

pengakhiran kontrak.  

Sedangkan Siswanto Sastrohadiwiryo dalam bukunya 

Manajemen Tenaga Kerja Indonesia mengatakan: Pemutusan 

hubungan kerja adalah suatu proses pelepasan keterikatan 

kerja sama antara perusahaan dengan tenaga kerja, baik atas 

permintaan tenaga kerja yang bersangkutan maupun atas 

kebijakan perusahaan yang karenanya tenaga kerja tersebut 

dipandang sudah tidak mampu lagi atau karena perusahaan 

yang tidak memungkinkan (Sastrohadiwiryo, Siswanto, & 

Syuhada, 2021). 

Dalam Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 tahun 2003 

dirumuskan bahwa pemutusan hubungan kerja adalah 

pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang 

mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja 

atau buruh dan pengusaha (Undang-Undang Tenaga Kerja No. 

13 Tahun 2003). 

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020, 

pada Pasal 151 ayat (1) (kluster ketenagakerjaan) menyebutkan 

agar PHK harus diupayakan untuk tidak terjadi mulai dari 

pengusaha, karyawan, serikat pekerja hingga pemerintah. 

Apabila PHK tidak dapat dihindari, berdasarkan UU Cipta 

Kerja No. 11 Tahun 2020 pada Pasal 151 ayat (2) (kluster 

ketenagakerjaan), pengusaha harus menyampaikan maksud 

dan alasan PHK tersebut kepada pekerja/atau serikat pekerja 

(Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020). 

Terdapat bermacam-macam alasan PHK, dari mulai 

pekerja mengundurkan diri, tidak lulus masa percobaan hingga 

perusahaan pailit. Alasan lain PHK (Sumanto, 2020) adalah: 

1. Selesainya PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu). 

2. Pekerja melakukan kesalahan berat. 

3. Pekerja melanggar perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama, 

atau peraturan perusahaan, PHK oleh hakim, dan PHK 

karena peraturan perundang-undangan. 
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4. Pekerja mengajukan PHK karena pelanggaran pengusaha. 

5. Pekerja menerima PHK meski bukan karena kesalahannya 

(PHK sukarela). 

6. Pernikahan antar pekerja (jika diatur oleh perusahaan). 

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja terbaru dalam pasal 

154A, berikut beberapa alasan terjadinya pemutusan hubungan 

kerja (Sabrina, 2021) dapat: 

1. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau 

pemisahan perusahaan; 

2. efisiensi perusahaan; 

3. penutupan karena kerugian; 

4. penutupan karena keadaan yang memaksa (force majeure) 

5. dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang; 

6. perusahaan pailit; 

7. melakukan tindakan merugikan pekerja/buruh; 

8. pengunduran diri pekerja/buruh dengan inisiatif sendiri; 

9. pekerja/buruh mangkir; 

10. pelanggaran pekerja/buruh terhadap ketentuan dalam 

kontrak kerja, peraturan perusahaan atau kesepakatan 

kerjasama; 

11. penahanan pekerja/buruh oleh pihak berwajib; 

12. sakit berkepanjangan atau cacat karena kecelakaan kerja dan 

tidak dapat bekerja lebih dari dua belas bulan; 

13. memasuki masa pensiun pekerja/buruh; atau 

14. pekerja/buruh meninggal dunia. 

Jenis-jenis pemutusan hubungan kerja telah banyak 

disampaikan oleh para ahli. Dalam literatur hukum 

ketenagakerjaan (Widianti, 2022) dikenal ada beberapa jenis 

PHK, yaitu: 

1. Pemutusan hubungan kerja oleh majikan / pengusaha, yaitu 

PHK oleh pengusaha yang terjadi karena keinginan dari 

pihak pengusaha dengan alasan, persyaratan, dan prosedur 

tertentu. 

2. Pemutusan hubungan kerja oleh pekerja/buruh, yaitu PHK 

oleh pihak pekerja/buruh yang terjadi karena keinginan 
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dari pihak pekerja/buruh dengan alasan dan prosedur 

tertentu 

3. Pemutusan hubungan kerja demi hukum, yaitu PHK yang 

terjadi tanpa adanya suatu tindakan, tetapi terjadi dengan 

sendirinya, misalnya karena berakhirnya waktu atau karena 

pekerja meninggal dunia. 

4. Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan (PPHI), yaitu 

PHK oleh putusan pengadilan yang terjadi karena alasan-

alasan tertentu yang mendesak dan penting, misalnya 

terjadinya pengalihan kepemilikan, peralihan aset atau 

pailit. 

Berdasarkan sifatnya, pemutusan hubungan kerja dapat 

dibedakan (Sastrohadiwiryo, SIswanto, & Syuhada, 2021), 

menjadi: 

1. Pemutusan hubungan kerja secara hormat. pemutusan 

hubungan kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja 

terjadi karena hal berikut: keinginan tenaga kerja yang 

bersangkutan; telah mencapai batas waktu kontrak kerja; 

terjadi perekrutan tenaga kerja baru; dan tenaga kerja yang 

bersangkutan meninggal dunia. 

2. Pemutusan hubungan kerja sementara. pemutusan 

hubungan kerja sementara antara perusahaan dengan 

tenaga kerja terjadi manakala tenaga kerja yang 

bersangkutan dikenakan tahanan sementara oleh yang 

berwenang karena diduga melakukan sesuatu tindak pidana 

kejahatan. 

3. Pemutusan hubungan kerja dengan tidak hormat. 

pemutusan hubungan kerja dengan tidak hormat dikatakan 

pemutusan hubungan kerja tanpa kompromi. pemutusan 

hubungan kerja dengan tidak hormat secara terpaksa harus 

dilakukan oleh manajemen, karena hal-hal berikut: tenaga 

kerja yang bersangkutan melanggar kerja serta janji yang 

telah disepakati pada saat mengadakan ikatan kerja 

bersama; bertindak dan berperilaku yang merugikan 

perusahaan baik dalam kuantum besar maupun kecil; 

tenaga kerja yang bersangkutan dinyatakan melakukan 
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tindak pidana; dan kemangkiran yang terus dilakukan dan 

telah diperingatkan beberapa kali oleh manajemen. 

 

B. Kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja 

Berakhirnya suatu hubungan kerja antara buruh dengan 

pengusaha dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam 

bukunya manajemen sumber daya manusia (Sabrina, 2021), 

faktor-faktor terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) 

dapat dijelaskan berikut ini. 

1. Mengundurkan Diri atas Kemauan Karyawan Sendiri  

Karena pemutusan hubungan kerja terjadi atas 

keinginan/permintaan dari karyawan itu sendiri, maka 

tidak akan ada uang pesangon bagi karyawan tersebut. Hal 

ini sesuai dengan ketentuan dari UU pasal 156 ayat 2 yang 

menyatakan bahwa pihak terkait tidak berhak menerima 

uang pesangon kerja yang diatur pada pasal 156 ayat 3. 

Namun, sesuai dengan pasal 156 ayat 4, karyawan tersebut 

tetap memiliki hak untuk mendapatkan uang penghargaan 

kerja sebanyak satu kali.  

2. Pengunduran Diri Tertulis dengan Inisiatif Sendiri Setelah 

Kontrak Berakhir 

Tertuang pada pasal 154 ayat-ayat bahwasanya 

karyawan kontrak yang telah habis masa kerjanya dan 

menyerahkan surat tertulis tetap dapat menerima uang 

pesangon. Selain itu uang penghargaan kerja sesuai dengan 

pasal 156 ayat 3 berikut pasal 156 ayat 4 tentang uang pisah. 

3. Pengunduran Diri pada Usia Pensiun 

Pensiun terjadi di saat semakin tua usia karyawan 

dan kinerja mereka yang semakin menurun. Pengunduran 

diri karena telah mencapai usia pensiun, sesuai dengan 

pasal 154 ayat 2 mereka berhak atas pesangon, pasal 156 

ayat 3 atas uang penghargaan, dan uang pisah seperti dalam 

pasal 156 ayat 4. 
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4. Karyawan Melakukan Kesalahan di Perusahaan 

Banyak contoh faktor kesalahan karyawan yang dapat 

menyebabkan pemutusan hubungan kerja. Kesalahan berat 

seperti mencuri, penggelapan, tindak ancaman kepada 

rekan kerja, perjudian di lingkungan kerja, konsumsi miras, 

memberikan rahasia perusahaan kepada perusahaan 

saingan hingga keterangan palsu yang berdampak pada 

kerugian perusahaan. 

5. Perusahaan Mengalami Bangkrut 

Ketika sebuah perusahaan mengalami kerugian 

selama dua tahun berturut dan dinyatakan bangkrut, maka 

penutupan terpaksa dilakukan yang menyebabkan 

hilangnya kemampuan untuk membayar gaji karyawan. 

Sehingga pemutusan hubungan kerja karyawan perlu 

dilakukan. Hal ini memerlukan adanya bukti-bukti dimana 

perusahaan mengalami kerugian. Ketika bukti telah 

diterima dan dinyatakan benar, pemutusan hubungan kerja 

dapat dilakukan dan perusahaan wajib memberikan setiap 

hak karyawan, termasuk uang pesangon serta biaya 

penggantian lainnya. 

Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) harus 

dilakukan melalui beberapa tahapan. Terdapat enam tahapan 

yang dapat diikuti oleh perusahaan ketika mengambil 

keputusan pemutusan hubungan kerja (Sabrina, 2021). 

1. Menyiapkan Data Pendukung Lengkap 

Perusahaan harus memiliki data atau dokumen 

pendukung lengkap sebelum melakukan PHK berkaitan 

dengan mengapa pemutusan/pemberhentian karyawan 

harus dilaksanakan. Salah satunya yaitu data tentang 

pelanggaran yang sudah dilakukan oleh karyawan tersebut. 

Dapat juga berupa penjelasan kondisi perusahaan yang 

mengharuskan terjadi PHK. Serta persyaratan/data lain 

diperlukan untuk memenuhi prosedur PHK. 
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2. Pemberitahuan Karyawan Bersangkutan 

Sebagai sebuah hubungan industrial dua arah, 

karyawan berhak untuk mendapatkan pemberitahuan 

tentang pemutusan hubungan kerja yang terjadi sebelum 

pelaksanaannya itu sendiri. Apabila dalam suatu 

perusahaan terdapat serikat pekerja, rencana mengenai PHK 

harus dikomunikasikan terlebih kepada mereka. Keputusan 

PHK menjadi kebijakan perusahaan ketika tidak terdapat 

serikat pekerja di dalamnya. 

3. Musyawarah 

Musyawarah kedua belah pihak sebagai langkah 

selanjutnya dalam prosedur ini bertujuan untuk 

mendapatkan kemufakatan atau lebih dikenal dengan istilah 

bipartit. Pembicaraan antara karyawan dan perusahaan 

bertujuan untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah 

pihak. Kesepakatan yang dicapai dalam musyawarah ini 

harus dibuatkan sebuah Perjanjian Bersama. 

4. Bantuan Pihak Ketiga Seperti dari Dinas Tenaga Kerja  

Ketika permusyawaratan tidak dapat menyelesaikan 

permasalahan yang terjadi, maka sah-sah saja meminta 

bantuan dari pihak ketiga, seperti dinas tenaga kerja 

(disnaker) setempat. Kehadiran pihak ketiga ini diharapkan 

dapat membantu menemukan penyelesaian yang adil dan 

objektif, baik secara mediasi atau rekonsiliasi. 

5. Melakukan Mediasi Hukum 

Ketika penyelesaian masalah belum dicapai meski 

telah menggunakan bantuan dari Disnaker, maka upaya 

hukum dapat diambil hingga ke pengadilan. Apabila PHK 

tetap harus terjadi, permohonan tertulis yang ditujukan 

kepada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) harus 

dilengkapi dengan dasar-dasar yang membenarkan 

pemberhentian pegawai perlu diambil. 

6. Persiapan Uang Kompensasi 

Setelah PHK menjadi keputusan akhir dari 

perusahaan, maka mereka memiliki kewajiban untuk 
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membayarkan uang kompensasi, yang dapat berupa uang 

pesangon atau uang penghargaan atas masa kerjanya di 

perusahaan yang sudah sepatutnya mereka terima. 

 

C. Kewajiban Organisasi atas PHK Karyawan 

Bila terjadi PHK ada kompensasi yang harus dibayar 

oleh pengusaha kepada pekerja yang ter-PHK. Pegawai yang 

terkena PHK berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan 

jasa yang telah diberikan, demikian juga perusahaan wajib 

memenuhi hak-hak pegawai yang di PHK. Seperti beberapa 

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 

2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), yang sebelumnya 

UU Ketenagakerjaan, tentang pemberian pesangon, Uang 

Penghargaan Masa Kerja (UPMK) serta Uang Penggantian Hak 

(UPH) yang wajib diberikan saat PHK terjadi (Sabrina, 2021). 

Tabel 2 Uang Pesangon yang Wajib Dibayarkan kepada 

Karyawan 

Masa Kerja Besaran Upah 

< 1 tahun 1 bulan upah 

1 tahun atau lebih namun <2 tahun 2 bulan upah 

2 tahun atau lebih namun < 3 tahun 3 bulan upah 

3 tahun atau lebih namun < 4 tahun 4 bulan upah 

4 tahun atau lebih namun < 5 tahun 5 bulan upah 

5 tahun atau lebih namun < 6 tahun 6 bulan upah 

6 tahun atau lebih namun < 7 tahun 7 bulan upah 

7 tahun atau lebih namun < 8 tahun 8 bulan upah 

Lebih dari/atau 8 tahun 9 bulan upah 

 

Tabel 3 UPMK yang Harus Diterima Karyawan 

Masa Kerja Besar Upah 

3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun 2 bulan upah 

6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun 3 bulan upah 

9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun 4 bulan upah 

12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun 5 bulan upah 

15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun 6 bulan upah 

18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun 7 bulan upah 

21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun 8 bulan upah 

Lebih dari 24 tahun 10 bulan upah 
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Ketentuan Uang Penggantian Hak (UPH) yang Wajib 

diterima Karyawan, meliputi: 

1. Cuti tahunan yang belum sempat dipakai namun masih 

berlaku. 

2. Biaya transportasi pekerja ke tempat kerja. 

3. Berbagai hal yang telah disepakati sebelumnya di dalam. 

4. kontrak kerja, peraturan organisasi/perusahaan, maupun 

kesepakatan kerja sama. 

Pekerja berhak atas uang pesangon 1 kali ketentuan uang 

pesangon, UPMK 1 kali ketentuan UPMK, dan UPH, apabila di-

PHK dengan alasan: 

1. Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan atau 

pemisahan perusahaan dan pekerja tidak bersedia 

melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia 

menerima pekerja. 

2. Pengambilalihan perusahaan. 

3. Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah kerugian. 

4. Perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian. 

5. Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban 

pembayaran utang bukan karena mengalami kerugian. 

6. Adanya permohonan PHK yang diajukan oleh pekerja 

dengan alasan Pengusaha melakukan perbuatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g PP 35/2021. 

Pekerja berhak atas uang pesangon 0,5 kali ketentuan 

uang pesangon, UPMK 1 kali ketentuan UPMK, dan UPH, 

apabila di-PHK dengan alasan: 

1. Pengambilalihan perusahaan yang mengakibatkan 

terjadinya perubahan syarat kerja dan pekerja tidak bersedia 

melanjutkan hubungan kerja. 

2. Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan 

perusahaan mengalami kerugian. 

3. Perusahaan tutup akibat mengalami kerugian secara terus 

menerus selama 2 tahun atau tidak secara terus menerus 

selama 2 tahun. 



134 
 

4. Perusahaan tutup disebabkan keadaan memaksa (force 

majeure). 

5. Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban 

pembayaran utang yang disebabkan perusahaan mengalami 

kerugian. 

6. Perusahaan pailit. 

7. Pekerja melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur 

dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan (PP), atau 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan sebelumnya telah 

diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga 

secara berturut-turut. 

Pekerja berhak atas uang pesangon 0,75 kali ketentuan 

uang pesangon, UPMK 1 kali ketentuan UPMK, dan UPH, 

apabila perusahaan mengalami keadaan memaksa (force 

majeure) yang tidak menyebabkan perusahaan tutup. 

Pekerja berhak atas uang pesangon 1,75 kali ketentuan 

uang pesangon, UPMK 1 kali ketentuan UPMK, dan UPH, 

apabila memasuki usia pensiun. 

Pekerja berhak atas uang pesangon 2 kali ketentuan uang 

pesangon, UPMK 1 kali ketentuan UPMK, dan UPH, apabila : 

1. Pekerja meninggal dunia. 

2. Pekerja sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan 

kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah 

melampaui batas 12 bulan. 

Pekerja berhak atas UPH dan uang pisah yang 

besarannya diatur dalam perjanjian kerja, PP, atau PKB apabila 

di-PHK dengan alasan: 

1. Adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial yang menyatakan pengusaha tidak 

melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

36 huruf g PP 35/51 terhadap permohonan yang diajukan 

oleh pekerja. 

2. Mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi 

syarat. 
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3. Pekerja mangkir selama 5  hari kerja atau lebih berturut-

turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi 

dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 

2 kali secara patut dan tertulis. 

4. Pekerja melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang 

diatur dalam perjanjian kerja, PP, atau PKB. 

5. Pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 bulan 

akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga 

melakukan tindak pidana. 

6. Pekerja dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana 

berdasarkan putusan pengadilan. 
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